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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis telah menarik 

kesimpulan terkait Pelaksanaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam 

Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah 

Hukum Polres Padang sebagai berikut: 

1. Penyidik kepolisian lalu lintas Polresta Padang dapat melakukan 

penyitaan barang bukti pengendara berupa SIM atau STNK, dimana 

penyitaan tersebut merupakan bahagian dari tugas penyidik. Penyitaan 

sebagai jaminan bagi penyidik untuk meminta pengendara mengikuti 

persidangan (tipiring) setelah itu barang yang disita oleh penyidik dapat 

dikembalikan setelah pengendara membayar denda. 

2. Kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu 

lintas di kota Padang adalah kurangnya personil,aparat kepolisian lalu 

lintas, tidak pahamnya masyarakat terkait aturan berlalu lintas dan masih 

banyaknya pengendara yang kabur saat dilakukan Razia, sehingga dapat 

memicu dan menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan 

lalu lintas. 

B. Saran 

Dalam penulisan skripsi penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas harus professional 

jangan mencari kesalahan pengendara. Perlu memberikan edukasi pada 



 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

masyarakat bagaimana berkendaraan yang baik dan tegas dalam 

menindak pelanggar lalu lintas sesuai dengan kesalahan yang 

diperbuatnnya. 

2. Pemerintah terkait harus memperhatikan keselamatan penguna 

kendaraan terutama dijalan dengan memperhatikan fasilitas jalan yang 

baik dan tidak berlobang, memasang rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu 

lintas dan sebagainya. 

3. Kepada pengendara diminta harus memahami dan mematuhi ketentuan 

peraturan berlalu lintas dan cara berkendaraan yang baik. Keselamatan 

pengendara bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. 
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